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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI
2.1. Tinjauan Pustaka
Skema teori dalam penulisan mengenai Implementasi Kebijakan Ujian Nasional dalam mewujudkan standarisasi Mutu Pendidikan SMK di Jakarta Timur adalah sebagai berikut : grand theory yang dipergunakan yaitu Administrasi Publik, menurut Denhard and Denhard (2003):
bahwa dalam paradigma administrasi Publik sebagai the new public service diartikan bahwa pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrasi publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan masyarakat sebagai warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan.
Kaitannya dengan penulisan ini adalah pemerintah memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pengaturan di bidang pendidikan melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksana administrasi publik adalah administrator kebijakan publik atau bisa disebut birokrat, pelayanan administrator publik yang berbentuk udang-undang masih bersifat abstrak, maka berdasarkan kebijakan itu dibuatlah rumusan kebijakan publik. 
Sebagai middle range theory dalam penulisan ini adalah teori kebijakan publik. Kartasasmita (1987:44) memformulasikan bahwa : 

”Kebijakan publik adalah produk dari administrasi negara sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat untuk kebijakan publik.”
Sedangkan Turner dan Holmes (1997:58)
”Memberikan pengertian kebijakan adalah proses pengambilan keputusan oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 
Berdasarkan pasal 57, 58 dan 59 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pemerintah membuat kebijakan ujian nasional (UN) bagi sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MAK) yang diatur dalam peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 dan peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46 tahun 2010 tentang pelaksanaan ujian sekolah/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2010/2011.
Kebijakan publik yang berupa ujian nasional ini akan diimplementasikan. Analisis mengenai implementasi ujian nasional ini atau Applied Theory menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada 6 variabel yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) ukuran dan tujuan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan para pelaksana (disposition), (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan ujian nasional harus memperhatikan dua hal, yaitu: (1) konsep mutu pendidikan sekolah kejuruan, menurut Edward Sallis (2010:7) mutu pendidikan terdiri dari dua faktor: (a) terpenuhinya spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya (quality inmfact) dan (b) terpenuhinya spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna produk (quality in perception); dna (2) konsep sekolah menengah kejuruan (SMK). Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memahami konsep SMK, yaitu: (a) pendidikan kejuruan berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja terampil (Djojonegoro, 1998:32) dan Evans (1978:23), (b) Link and Match dalam pendidikan SMK (Djojonegoro, 2012 :281), (Husni Usman, 2002 : 56) dan (Yusuf Enorch, 1992:90), dan (c) Kompetensi keahlian siswa sebagai tujuan SMK (Sudijono 2011;48). 
Alur teori yang digunakan secara keseluruhan digambarkan dalam diagram sebagai berikut:













Gambar 2.1.

Diagram Alur Teori Keseluruhan
2.2. Kajian Teori
2.2.1. 
Konsep Kebijakan Publik
Dye (1987: 3) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut “whatever government chooses to do or not to do“. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melaksanakan sesuatu maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengertian ini menunjukkan kebebasan pemerintah untuk memilih melaksanakan sesuatu dan yang oleh pemerintah dipilih untuk tidak dilakukan. Sedangkan Kartasasmita (1997:44) memformulasikan kebijakan publik sebagai produk administrasi negara sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengemban amanat untuk kepentingan publik.

2.2.2.
Konsep Implementasi Kebijakan 

Metter dan Horn (1975: 65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:
Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Bagi Wahab (1997: 59), implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu, terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Implementasi kebijakan  bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.
Sedangkan Udoji (1981: 56) mengatakan bahwa:

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Salah satu model implementasi yang populer adalah Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yakni A Model of The Policy Implementation Process. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi atau pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang  berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan​nya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Tujuan kebijakan hendaknya juga harus sesuai dengan isi atau materi kebijakan, sebab jika tujuan kebijakan tidak sesuai dengan isi atau hal yang dibuat kebijakan tertentu, kebijakan tidak akan mencapai sasaran 
2) Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-​tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karena, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu, sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.
3) Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat dipengaruhi oleh ciri​-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanananya. Apabila kebijakan publik itu tidak perlu mengubah perilaku dasar manusia, maka agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang dirasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh implementor adalah kebijakan dari atas (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan warga.
5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. 
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengim​plementasikan kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
Model The Policy, Implementation Process secara visual dapat  digambarkan sebagai berikut:

[image: image1]
Gambar 2.2 

 Model The Policy, Implementation Process

(Wahab, 1997)
2.2.3. Konsep Evaluasi Pendidikan

Evaluasi Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sukardi (2010:2) mengemukakan, “evaluation is a process of making an assessment of student’s growth. Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar”. Menurut Sukardi (2010:4), beberapa prinsip evaluasi yaitu: 

1) Evaluasi harus masih dalam kisi-kisi kerja tujuan yang telah ditentukan.

2) Evaluasi sebaiknya dilakukan  secara komprehensif 

3) Evaluasi diselenggarakan dalam proses yang kooperatif antara guru dan peserta didik.

4) Evaluasi dilaksanakan  dalam proses kontinu.

5) Evaluasi harus peduli dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku.

Sedangkan Arikunto (2009:3) menguraikan bahwa “kegiatan evaluasi meliputi dua langkah, yaitu mengukur dan menilai.” Dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Arikunto mengutip pendapat Tyler (1950) bahwa “evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, jika belum bagaimana yang belum dan apa sebabnya.”

Jika proses mutu atau proses pencapaian prestasi belajar siswa di sekolah digambarkan ke dalam diagram akan terlihat sebagai berikut: 
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Proses pencapaian prestasi belajar siswa di sekolah 
(Arikunto 2009:4-5)

· Input 

Adalah materi atau bahan dasar yang dimasukkan ke dalam proses pembelajaran (transformasi) dalam dunia sekolah yang dimaksud dengan bahan dasar atau bahan mentah adalah calon siswa baru yang akan memasuki proses pembelajaran di sekolah (transformasi), latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang budaya dan keadaan individual siswa menjadi faktor  yang sangat berpengaruh terhadap prestasi hasil belajar.
· Output, yang dimaksud sebagai output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh proses transformasi. Dalam kegiatan sekolah out put adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan.
· Transformasi, adalah sistem (mesin) yang bertugas mengolah atau memproses bahan mentah menjadi bahan jadi. Di bidang pendidikan formal proses pembelajaran di sekolah itu yang dimaksud dengan transformasi, karena sekolah merupakan suatu sistem, berarti sekolah terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Barang jadi atau kualitas lulusan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas berbagai faktor sebagai akibat dari bekerjanya unsur-unsur yang ada.
2.2.4.  Kosep Kualitas atau Mutu Pendidikan SMK
Sallis (2010:5) mengatakan bahwa dunia pendidikan terutama pendidikan yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja sudah dikelola dengan model pengelolaan pendidikan berbasis industri. Pola pengelolaan pendidikan seperti ini berpandangan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan harus senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana halnya dengan manajemen perusahaan. Pandangan ini untuk saat sekarang memang tepat, karena persaingan antar lembaga pendidikan sangat ketat. Oleh karena itu untuk menjaga agar lembaga pendidikan tetap diminati oleh para pelanggan, harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikan serta para lulusan lembaga pendidikan dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau industri. Menurut Sallis (2010:7), mutu atau kualitas pendidikan memiliki dua faktor, yaitu: (1) terpenuhinya spesifikasi yang ditentukan sebelumnya (quality in fact), dan ( 2) terpenuhinya  spesifikasi yang diharapkan oleh pengguna (quality in perception). 
Menurut Sapriya (2009:48),  kompetensi pendidikan kejuruan (SMK) mengandung empat dimensi, yaitu: (a) dimensi pengetahuan (knowledges), (b) dimensi ketrampilan (skills), (c) dimensi nilai atau sikap (attitudes) dan (d) dimensi tindakan (action).
2.2.5.  Konsep Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Dalam sistim penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja, di Indonesia terdapat dua istilah, yaitu pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma atau sejenisnya.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki beberapa indikator, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan kejuruan berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja terampil.  Menurut Evans (1978:23), pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau suatu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.  Pendidikan kejuruan memiliki ciri-ciri antara lain: (1) mengembangkan skill, kecakapan, pemahaman, sikap (attitude), apresiasi kerja, kebiasaan kerja, bermakna dan produktif, (2) mempersiapkan seseorang untuk bekerja, (3) memberdayakan individu untuk mendapatkan kerja dan penghasilan yang layak; (4) berkaitan dikebutuhan pekerjaan atau jabatan; (5) ada pengawasan dari masyarakat luas, dan (6) menguntungkan bagi diri siswa sebagai pekerja.  Schelten (1998: 99) mengemukakan bahwa ”dalam pendidikan kejuruan, proses pendidikan maupun proses pembelajarannya harus dilakukan pada dua tempat yaitu di sekolah dan juga di dunia kerja atau industri.” 
2. Konsep link and mach. Menurut Djojonegoro  (2012:281), inti konsep link and match adalah “apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Ada beberapa pendekatan dalam link and match agar konsep ini bisa  berjalan dengan baik. Pertama, pendekatan sosial.  Menurut Usman (2002:56), pendekatan sosial adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat saat ini. Pendekatan ini berfokus pada tujuan pendidikan dan pada distribusi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagai contoh adalah aplikasi dari sistem ganda melalui kebijakan link and match. Kedua, pendekatan tenaga kerja.  Terkait dengan hal ini Ernoch (1992:90) menjelaskan bahwa dalam pendidikan ini aktivitas pendidikan langsung terhadap upaya untuk mengisi kebutuhan nasional tenaga kerja sebagai bangunan awal tentu saja membutuhkan banyak pekerja dari semua level dan dalam spesifikasi yang bermacam-macam. Dalam situasi ini banyak negara mengharapkan jika pendidikan menyiapkan dan menghasilkan pekerja yang kompeten untuk membangun dalam agrikultul, komersial, industri, dan sebagainya. Konsep link and match sesuai dengan pendapat Schelten (1998:99) bahwa pendidikan kejuruan diselenggarakan di dua tempat, yaitu sekolah dan industri.  Teori tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan: (1) Pertama, tahap merumuskan materi pembelajaran dalam rangka penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan  (KTSP), (1) guru tamu (guest lecture), (3) praktik kerja lapangan (prakerin), (4) uji kompetensi; dan (5) penempatan lulusan. 
Muara semua proses pendidikan di SMK adalah kompetensi siswa sesuai dengan program studi yang dipelajarinya. Keberhasilan pendidikan di SMK dapat dilihat melalui kompetensi profesi yang dimiliki oleh para lulusan. Suatu sekolah yang menghasilkan lulusan dan mampu bekerja sesuai dengan bidang yang dipelajari atau mampu melakukan wirausaha di bidang itu dapat menjadi indikator bahwa pendidikan sekolah itu berkualitas. Sebaliknya sekolah kejuruan yang lulusannya tidak mampu bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian yang dipelajari atau tidak memiliki ketrampilan hidup mandiri dapat menjadi indikator bahwa pendidikan sekolah itu tidak berkualitas.

Hal ini berarti bahwa kompetensi merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, di samping Ujian Nasional, bagi siswa SMK wajib mengikuti Uji Kompetensi, yaitu tes yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge) aspek sikap (attitude) dan aspek ketrampilan (skill), dari mata pelajaran produktif yang sesuai dengan program studi yang dipelajari. Ulrich dalam Hutapea dan Thoha (2008) mendefinisikan Kompetensi sebagai: “pengetahuan, ketrampilan individu yang diperagakan (an individual’s demonstrated knowledge, skill or abilities)”.
2.2.6. Strategi 

Strategi adalah langkah-langkah yang mendasar untuk mencapai tujuan akhir, sebagaimana dikemukakan Jauch dan Glauck (1980:12) bahwa ”strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai  melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.” Sedangkan Chandler (Rangkuti 1997:4) menyebutkan bahwa ”strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”

Strategi dapat berhasil dengan baik apabila dipahami pada konsep-konsep lain yang berkaitan, yakni (Rangkuti 1977:4-6): (1) aspek distinctive competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, dan (2) competitive advantage, yaitu  kegiatan  spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Strategi untuk mencapai keunggulan ini ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu : last leadership, diferensiasi dan fokus.

Langkah utama dalam menyusun strategi adalah dengan melakukan identifikasi terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan serta melakukan analisis. Menurut Rangkuti (1977 : 18-19), analisis SWOT merupakan identifikasi lembaga faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (oppertunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic pleanner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan dan ancaman). Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah SWOT, singkatan dari (S) Strenghts, (W) Weaknesses, yang merupakan faktor dari lingkungan internal, sedangkan (O) Opportunities dan (T)  Threats yang merupakan faktor dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT membandingkan suatu faktor eksternal yaitu peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal yaitu kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (Weaknesses). Analisis SWOT dapat digambarkan ke dalam diagram yang memiliki 4 kuadran:
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Gambar 2.4. 

Diagram Analisis SWOT (Sumber Rangkuti 1977:19)

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini:

1. Rustad, dkk (2010)

Penelitian Rustad dkk (2010) mengakaji tentang Kebijakan Ujian Nasional (UN) dan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Menengah di Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan guru yang sudah lolos sertifikasi di sekolah-sekolah di Kota Semarang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas hasil belajar siswa ditinjau dari nilai UAN. Kesimpulan ini didasarkan dari posisi sekolah yang berubah-ubah manakala variabel: (1) rerata nilai UAN individu sekolah; (2) persentase guru mata pelajaran lolos sertifikasi; dan (3) persentase guru mata pelajaran UAN lolos sertfikasi diposisikan vis a vis rerata nilai UAN pada tingkat Kota. Sejumlah sekolah, dalam konteks tersebut, memang secara konsisten berada dalam satu kategori tertentu, tetapi sejumlah besar lainnya tidak demikian. Temuan lainnya menunjukkan terjadi tren yang konsisten antara nilai UAN dan nilai SNMPTN. Artinya nilai UAN yang tinggi dalam UAN diikuti oleh nilai SNMPTN yang tinggi pula. Tetapi tampak tren yang sebaliknya juga terjadi, yaitu nilai UAN yang rendah justru diikuti nilai SNMPTN yang tinggi dan sebaliknya nilai UAN tinggi diikuti nilai SNMPTN yang rendah. Studi ini berasumsi bahwa faktor-faktor non akademik, seperti kondisi psikologis, kesiapan, dan persiapan siswa ikut berkontribusi terhadap perkembangan tersebut, namun hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
2. Zaini (2010)

Penelitian Zaini mengungkap tentang “Kebijakan Ujian Nasional: Kajian Kritis Politik Pendidikan.” Hasil kajiannya menunjukkan beberapa sisi positif kebijakan Ujian Nasional, yaitu: 1) Semangat belajar siswa semakin terpacu, terutama ketika memasuki kelas akhir di sekolah menengah, 2) Siswa semakin rajin masuk kelas, sehingga optimalisasi pembelajaran di kelas dapat diselesaikan dengan baik, 3) Bagi orangtua siswa, bahwa dengan pemberlakuan Ujian Nasional, perhatian orangtua terhadap anaknya semakin tinggi, dalam wujud mengikutsertakan anaknya ke dalam kursus-kursus, khususnya materi-materi Ujian Nasional, 4) Orangtua siswa semakin serius dalam melihat perkembangan anaknya, terutama dalam hal pemanfaatan waktu belajar di luar sekolah, 5) Bagi guru pemegang materi Ujian Nasional, semakin terpacu semangatnya untuk meningkatkan skill dan kualitasnya, karena menjadi salah satu faktor lulus/ tidaknya siswa dalam Ujian Nasional, 6) Guru semakin bersemangat dalam memberikan pembelajaran yang efektif. Bahkan menambah jam pelajaran, baik di dalam kelas ataupun melalui bimbingan-bimbingan belajar pada waktu-waktu khusus di luar kelas, 7) Guru semakin bersemangat dalam menyusun skenario pembelajaran, termasuk juga penyiapan try out bagi siswa kelas akhir untuk menguji kemampuan siswa dari hasil pembelajaran di kelas,  8) Bagi kepala sekolah, semakin serius memberikan himbauan kepada para pendidik untuk menyiapkan model pembelajaran yang benar-benar efektif serta mudah difahami oleh siswa, dan 9) Bagi kepala dinas pendidikan, semakin serius memberikan himbauan kepada para kepala sekolah untuk terus memacu semangat stakeholders di bawahnya, sehingga kualitas pendidikan di daerah semakin membaik. Namun demikian, beberapa sisi positif pemberlakukan Ujian Nasional di atas tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan dipertahankannya pemberlakuan Ujian Nasional. Tetapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, pemberlakuan Ujian Nasional sangat membutuhkan peninjauan ulang terutama dari aspek sumber rujukannya ataupun dalam hal tahapan proses politik kebijakannya.
3. Asiah dan Rofieq (2011)

Asiah dan Rofieq (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Kebijakan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”. Temuannya menyimpulkan: (1) dalam perencanaan pelaksanaan ujian nasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan kebijakan meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki, seperti dalam hal materi yang harus diujikan siswa SMK dan waktu sosialisasi yang amat singkat untuk menjelaskan perubahan pelaksanaan ujian nasional; (2) dalam tahapan pengorganisasian sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perumusan kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengorganisasian tidak ada perbedaan yang cukup berarti antara pengorganisasian pelaksanaan ujian nasional untuk SMA dengan SMK; (3) dalam tahapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK tidak ada perubahan yang cukup berarti dikarenakan sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan dalam proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan kebijakan; (4) dalam tahap pengawasan dan evaluasi pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi meskipun untuk proses evaluasi kebijakan sebagai bagian untuk merencanakan kegiatan berikutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan mereka menganggap hanya sebagai pelaksana saja.
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Variabel Implementasi Ujian Nasional

	No
	Judul & Nama Peneliti
	Persamaan
	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Hasil Penelitian

	01

02

03
	Kebijakan Ujian Nasional (UN) dan Sertifikat Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Menengah di Kota Semarang 

Rustad, dkk (2010)

Kebijakan Ujian Nasional, ”Kajian Kritis Politik Pendidikan” 

Zaini (2010).

Analisis kebijakan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Asiah dan Rofieq (2011)
	Fokus penelitian sama yaitu mengenai kebijakan Ujian Nasional.
Fokus penelitian mengenai kebijakan ujian nasional.

Fokus penelitian mengenai kebijakan ujian nasional SMK
	· Fokus penelitian mengenai ujian nasional di pendidikan dasar dan menengah
· Kebijakan ujian nasional dihubungkan dengan sertifikasi guru.
· Tidak menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ujian nasional.

· Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara politis dari hasil penerapan ujian nasional.

· Tidak mengkaji mengenai proses pelaksanaan ujian nasional.

· Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.
· Kajian mengenai tahapan-tahapan kebijakan ujian nasional, yaitu : 

· Perencanaan pelaksanaan ujian nasional.

· Pengorganisasian pelaksanaan ujian nasional

· Pelaksanaan ujian nasional SMK

· Pengawasan & evaluasi pelaksanaan ujian nasional.

· Tidak melakukan kajian makna mengenai tujuan dan fungsi uian nasional dengan konsep mutu dan konsep pendidikan SMK. 
	


2.4. Kerangka Pemikiran dan Proposisi
2.4.1. Kerangka Pemikiran

Globalisasi yang ditandai dengan pelaksana pasar bebas menimbulkan hubungan antar bangsa menjadi sangat dekat bahkan hampir menghilangkan batas-batas kewilayahan. Keadaan ini mengakibatkan adanya persaingan yang sangat tajam diantara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, terutama di bidang industri, kita harus menjadi bangsa yang lebih unggul. Keunggulan dapat diperoleh dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenangkan persaingan dalam era pasar bebas hanya dapat dilakukan dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Menyadari hal tersebut, guna meningkatkan mutu pendidikan pemerintah membantu kebijakan di bidang pendidikan dan dituangkan dalam UU No.20 tahun2003 tentang sistem pendidikan nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU Sisdiknas. Salah satu amanat kebijakan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan standarisasi mutu pendidikan adalah kebijakan Ujian Nasional (UN). Kebijakan Ujian Nasional diimplementasikan dengan tujuan untuk mewujudkan mutu pendidikan sekolah dalam hal ini mutu pendidikan SMK. Kenyataannya implementasi ujian nasional terutama ujian nasional SMK mendapat penolakan dari masyarakat sekolah. Kalau sekarang ini SMK mengikuti ujian nasional sebenarnya tidak lebih sekadar untuk menunjukkan sikap kepatuhan. Oleh karena itu ujian nasional yang sekarang ini diimplementasikan di SMK belum efektif dalam mewujudkan standarisasi mutu pendidikan SMK. Implementasi kebijakan Ujian Nasional dinyatakan efektif bilamana telah dapat mewujudkan standarisasi mutu pendidikan SMK dan tidak dapat mendapat penolakan serta keluhan dari obyek atau sasaran kebijakan.
Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan ujian nasional dalam mewujudkan standarisasi mutu pendidikan SMK dengan mengambil obyek penelitian SMK Pariwisata yang berlokasi di Jakarta Timur dengan menggunakan teori model  implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn.
Van Metter dan Van Horn dalam teorinya yang dikenal dengan A Model of the Policy Implementation Process menyebutkan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :  (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau kecenderungan (disposition), (5) komunikasi dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam melakukan analisis keenam variabel ini harus diintegrasikan ke dalam Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga konsep sekolah menengah kejuruan menjadi dasar dalam melakukan analisis.

Hasil analisis terhadap implementasi ujian nasional di SMK dengan mempergunakan teori Van Metter dan Van Horn di atas, menjadi bahan untuk menentukan strategi agar implementasi ujian nasional dapat efektif mewujudkan standarisasi mutu pendidikan SMK.

Strategi dalam implementasi ujian nasional disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menjadi kelemahan kebijakan ujian nasional baik yang berasal dari dalam organisasi pembuat kebijakan ujian nasional (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Analisis faktor-faktor ini dilakukan dengan menggunakan analais teori SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Streanghts adalah kekekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan dan kebudayaan dalam membuat kebijakan dan pelaksanakan kebijakan ujian nasional. Weaknesses adalah kelemahan atau kekurangan yang ada yang dapat menjadikan implementasi ujian nasional tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kementrian pendidikan  dan kebudayaan sehubungan dengan tujuan kebijakan ujian nasional. Kelemahan yang ada bilamana cukup dominan berpotensi menjadikan implementasi ujian nasional tidak efektif. Opportunities merupakan peluang yang dimiliki oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan agar kebijakan ujian nasional dapat tetap dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Dalam melakukan analisis ini pembuat kebijakan hendaknya mendengarkan harapan dan keinginan dari masyarakat yang secara langsung merasakan adanya kebijakan ujian nasional. Harapan dan tujuan ini bisa digunakan untuk menutupi kelemahan (weakness) yang ada.  Threats adalah kekuatan dari luar kementrian pendidikan dan kebudayaan yang dapat mengancam kelangsungan kebijakan ujian nasional. Dukungan politik pemegang kekuasaan eksekutif dan dukungan parlemen sangat menentukan kelangsungan implementasi kebijakan ujian nasional. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan secara bagan sebagai berikut:


Gambar 2.5.

Kerangka Pemikiran
2.4.2. Proposisi 
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran seperti yang telah dikemukakan, maka proposisi penelitian ini adalah: 

1. Implementasi kebijakan ujian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan standarisasi mutu pendidikan SMK tidak efektif karena kebijakan ujian nasional diterapkan bagi SMA dan SMK secara bersamaan padahal ada perbedaan yang mendasar antara pendidikan SMA dan pendidikan SMK. Sehingga ujian nasional SMK belum dapat memenuhi harapan masyarakat, baik masyarakat sekolah maupun masyarakat industri.

2. Kebijakan ujian nasional yang selama ini diimplementasikan lebih didasarkan pada legal formal dan tidak melihat hakekat pendidikan SMK, sehingga perlu ditetapkan strategi yang benar-benar dapat mengakomodir kekhususan SMK agar implementasi kebijakan ujian nasional dapat secara efektif mewujudkan standarisasi mutu bagi pendidikan SMK.
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